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ABSTRAK 

Penelitian Penelitian ini membahas reformasi kelembagaan dalam peralihan Kementerian Komu-
nikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seba-
gai bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan kelembagaan dengan tuntutan transformasi digi-
tal. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergantian nomenklatur, tetapi juga menunjukkan 
penataan struktur organisasi, perluasan fungsi, serta penguatan kewenangan kementerian dalam 
mengelola agenda digital nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
studi kepustakaan dan studi dokumen yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pera-
turan menteri, dokumen resmi kelembagaan, laporan kinerja kementerian, serta literatur ilmiah 
yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengkaji perubahan struktur 
organisasi, pergeseran fungsi dan kewenangan, serta implikasinya terhadap penguatan tata kelola 
pemerintahan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan melalui pem-
bentukan Komdigi menandai pergeseran peran kementerian dari yang semula berorientasi pada 
pengelolaan teknis komunikasi dan informatika menjadi lembaga yang memiliki peran strategis 
dan koordinatif dalam perumusan kebijakan digital, pengawasan ruang digital, pengembangan 
ekosistem digital, koordinasi lintas sektor, serta penguatan sumber daya manusia digital. Dalam 
perspektif Teori Reformasi Birokrasi, perubahan ini mencerminkan upaya membangun birokrasi 
yang lebih adaptif, efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan de-
mikian, peralihan Kominfo menjadi Komdigi dapat dipahami sebagai bentuk reformasi kelem-
bagaan yang substansial dalam mendukung terwujudnya pemerintahan digital di Indonesia. 
. 
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pemerintahan Digital; Perubahan Kelembagaan; Komdigi. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah berkem-
bang menjadi sebuah strategi yang mendo-
rong perubahan besar dan mendasar dalam 
cara organisasi menjalankan tugas, menge-
lola sistem kerja, serta berinteraksi dengan 
masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang se-
makin intensif menuntut setiap organisasi, 
termasuk instansi pemerintah, untuk mampu 
beradaptasi agar tetap efektif dan relevan di 
tengah cepatnya perkembangan digital. 
Transformasi digital hadir untuk meningkat-
kan efisiensi dan produktivitas kerja, mendo-
rong inovasi dalam penyelenggaraan peme-
rintahan, menciptakan pola kerja yang lebih 
modern, serta memperkuat pemanfaatan data 
dalam pengambilan keputusan (Jamil et al., 
2023). Dengan demikian, transformasi digital 
tidak hanya menyentuh aspek teknologi, te-
tapi juga menyangkut perubahan cara berpi-
kir, pola kerja, dan tata kelola organisasi 
pemerintahan. 

Transformasi digital telah menjadi sa-
lah satu agenda strategis dalam penyelengga-
raan pemerintahan di berbagai negara. Per-
kembangan teknologi informasi dan komu-
nikasi yang pesat mendorong perubahan 
mendasar dalam cara pemerintah me-
rumuskan kebijakan, mengelola birokrasi, 
serta memberikan pelayanan kepada masya-
rakat. Pemerintahan digital tidak lagi di-
pahami sebatas pemanfaatan teknologi dalam 
pelayanan publik, melainkan sebagai upaya 
menyeluruh untuk membangun tata kelola 
pemerintahan yang transparan, efektif, res-
ponsif, dan berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat. Dalam konteks ini, kesiapan ke-
lembagaan menjadi faktor kunci keberhasilan 

implementasi pemerintahan digital. Di Indo-
nesia, komitmen pemerintah terhadap trans-
formasi digital tercermin dalam berbagai ke-
bijakan nasional, seperti penguatan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
dan pengembangan ekosistem digital nasio-
nal. Kebijakan-kebijakan tersebut menuntut 
adanya koordinasi lintas sektor serta kelem-
bagaan yang adaptif terhadap perubahan 
lingkungan strategis. Kementerian sebagai 
perangkat utama pemerintah pusat memiliki 
peran penting dalam memastikan arah kebija-
kan digital dapat diimplementasikan secara 
terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena 
itu, perubahan dan penyesuaian struktur serta 
fungsi kementerian menjadi hal yang tidak 
terpisahkan dari agenda transformasi digital 
pemerintahan. 

Salah satu bentuk penyesuaian kelem-
bagaan tersebut adalah perubahan nomenkla-
tur Kementerian Komunikasi dan Informa-
tika (Kominfo) menjadi Kementerian Komu-
nikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan ini 
menandai adanya pergeseran fokus kebijakan 
pemerintah dari pendekatan yang menitikbe-
ratkan pada komunikasi dan informatika me-
nuju pendekatan yang lebih luas dan strategis 
dalam pengelolaan ruang digital. Istilah “di-
gital” mencerminkan kompleksitas isu yang 
dihadapi pemerintah saat ini, mulai dari pem-
bangunan infrastruktur digital, tata kelola 
data, keamanan siber, hingga pengendalian 
konten dan aktivitas di ruang digital. Peru-
bahan nomenklatur kementerian pada dasar-
nya tidak dapat dilepaskan dari dinamika po-
litik dan administrasi pemerintahan. Dalam 
perspektif ilmu pemerintahan, perubahan 
struktur dan fungsi kelembagaan merupakan 
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bagian dari upaya negara dalam menyesu-
aikan diri dengan tuntutan lingkungan ekster-
nal dan internal. Namun, perubahan tersebut 
tidak selalu berjalan secara linier dan tanpa 
hambatan. Penyesuaian struktur organisasi, 
pembagian kewenangan, serta harmonisasi 
tugas antarunit kerja sering kali menimbul-
kan tantangan, baik dari aspek birokrasi, 
sumber daya manusia, maupun koordinasi 
kebijakan. 

Lebih lanjut, perubahan Kominfo 
menjadi Komdigi juga memunculkan 
pertanyaan mengenai sejauh mana 
transformasi tersebut berdampak pada 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
digital. Perubahan nama kementerian 
berpotensi dipersepsikan sebagai langkah 
simbolik apabila tidak diikuti dengan 
restrukturisasi organisasi dan penguatan 
fungsi yang substansial. Oleh karena itu, 
penting untuk melihat perubahan ini secara 
lebih kritis, tidak hanya sebagai rebranding 
institusi, tetapi sebagai bagian dari strategi 
reformasi birokrasi yang berorientasi pada 
penguatan tata kelola digital nasional. Kajian 
mengenai dinamika perubahan struktur dan 
fungsi kementerian menjadi relevan untuk 
memberikan gambaran empiris tentang 
proses transformasi kelembagaan di era 
pemerintahan digital. Analisis terhadap 
peralihan Kominfo menjadi Komdigi dapat 
menjadi studi kasus yang penting untuk 
memahami bagaimana negara merespons 
tantangan digital melalui penyesuaian 
kelembagaan. Selain itu, kajian ini juga 
diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi keberhasilan atau 
kendala dalam proses perubahan tersebut, 
sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan 

rekomendasi bagi penguatan kebijakan 
pemerintahan digital di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, 
penelitian ini berfokus pada dinamika 
perubahan struktur dan fungsi kementerian 
dalam konteks pemerintahan digital melalui 
studi peralihan Kominfo menjadi Komdigi. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoritis dalam pengembangan 
kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait 
transformasi kelembagaan, serta kontribusi 
praktis bagi perumusan kebijakan dan 
penguatan tata kelola pemerintahan digital di 
Indonesia. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan 
ini dipilih karena penelitian berfokus pada 
analisis kebijakan dan perubahan 
kelembagaan pemerintahan, khususnya 
terkait dinamika perubahan struktur dan 
fungsi kementerian dalam konteks 
pemerintahan digital. Metode studi dokumen 
memungkinkan peneliti untuk menelaah 
secara mendalam substansi kebijakan, 
regulasi, dan desain kelembagaan yang 
melandasi peralihan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
menjadi Kementerian Komunikasi dan 
Digital (Komdigi). 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif 
analitis, yaitu menggambarkan secara 
sistematis perubahan struktur dan fungsi 
kementerian. Objek penelitian difokuskan 
pada Kementerian Komunikasi dan Digital 
(Komdigi), dengan ruang lingkup kajian 
meliputi perubahan nomenklatur, 
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penyesuaian struktur organisasi, pergeseran 
fungsi dan kewenangan, serta peran 
kementerian dalam penguatan tata kelola 
digital nasional. Sumber data dalam peneli-
tian ini sepenuhnya berasal dari data sekun-
der. Data tersebut meliputi peraturan perun-
dang-undangan, keputusan presiden, peratu-
ran menteri, dokumen resmi struktur organi-
sasi, laporan kinerja kementerian, website 
Komdigi dan siaran resmi pemerintah yang 
berkaitan dengan pemerintahan digital. Se-
lain itu, penelitian ini juga menggunakan lite-
ratur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan 
hasil penelitian terdahulu yang relevan den-
gan kajian transformasi kelembagaan dan pe-
merintahan digital. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui penelusuran, pengumpulan, dan se-
leksi dokumen yang memiliki keterkaitan 
langsung dengan fokus penelitian. Dokumen 
yang telah dikumpulkan kemudian diklasi-
fikasikan berdasarkan tema, seperti peru-
bahan struktur organisasi, fungsi dan kewe-
nangan kementerian, serta arah kebijakan pe-
merintahan digital. Proses ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa data yang dianalisis ber-
sifat relevan, valid, dan mendukung tujuan 
penelitian. Analisis data dilakukan secara ku-
alitatif dengan menggunakan teknik analisis 
isi. Analisis ini mencakup proses penelaahan 
terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi 
pola perubahan kelembagaan, konsistensi ke-
bijakan, serta dinamika hubungan antara pe-
rubahan struktur dan fungsi kementerian den-
gan agenda pemerintahan digital. Tahapan 
analisis meliputi reduksi data, penyajian data, 
interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara 
sistematis. 

Sebagai landasan analitis, penelitian 

ini menggunakan Teori Reformasi Birokrasi. 
Teori Reformasi Birokrasi digunakan untuk 
menganalisis perubahan struktur dan fungsi 
kementerian sebagai bagian dari upaya pe-
ningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabi-
litas birokrasi dalam menghadapi tuntutan 
pemerintahan digital. Dalam perspektif kon-
temporer, reformasi birokrasi tidak lagi dipa-
hami sebatas penataan administratif, tetapi 
sebagai proses transformasi menyeluruh yang 
mencakup perubahan paradigma, budaya or-
ganisasi, sistem kerja, serta orientasi kinerja 
birokrasi agar lebih adaptif terhadap dina-
mika lingkungan strategis dan perkembangan 
teknologi. Rahmat, Hartanto, dan Hilman 
(2024) menegaskan bahwa reformasi 
birokrasi merupakan pergeseran dari model 
administrasi publik tradisional menuju ma-
najemen publik yang lebih responsif, berbasis 
kinerja, dan berorientasi hasil. Oleh karena 
itu, perubahan nomenklatur dan penyesuaian 
kelembagaan dari Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) menjadi Kemen-
terian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 
dapat dipahami sebagai strategi reformasi ad-
ministratif yang bertujuan memperkuat kapa-
sitas organisasi pemerintah dalam pengelo-
laan sektor digital secara lebih terarah, strate-
gis, dan adaptif.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA-
SAN  

Sejak tahun 1945 setelah Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuk 
Lembaga Penerangan yang secara fungsional 
menjalankan kebijakan, pola, dan pedoman 
penerangan dengan tujuan membela dan 
mempertahankan kemerdekaan, mengajak 
rakyat untuk turut serta mempertahankan 
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serta mengisi kemerdekaan, dan 
memperkenalkan Republik Indonesia di 
dalam maupun ke luar negeri; selanjutnya 
pada periode 1959–1965, sesuai Haluan 
Pembangunan Nasional sebagai ketetapan 
MPRS, dibentuk Departemen Penerangan 
untuk menyelenggarakan kegiatan 
penerangan melalui berbagai media seperti 
radio, film, foto, percetakan, serta didukung 
sarana teknis berupa kendaraan, mesin 
stensil, dan mesin ketik. Memasuki tahun 
1966, tugas pokok organisasi penerangan 
diarahkan pada pembentukan dukungan, 
kontrol, dan partisipasi sosial yang positif 
terhadap kebijakan pemerintah serta 
berfungsi sebagai juru bicara pemerintah, 
yang diperkuat dengan pengalihan kembali 
kewenangan penerangan luar negeri dari 
Departemen Luar Negeri kepada Departemen 
Penerangan pada 15 September 1967. Pada 
tahun 1971, dalam rangka mìeningkatkan 
ìefisiìensi dan ìefìektivitas mìedia massa, 
dikìembangkan sistìem komunikasi 
tìerintìegrasi mìelalui koordinasi, intìegrasi, dan 
sinìergi antarunsur pìenìerangan pìemìerintah 
dìengan pìembìentukan lìembaga sìepìerti Badan 
Koordinasi Kìehumasan Pìemìerintah 
(Bakohumas) dan Badan Koordinasi 
Pìenìerangan (Bakopìen), sìerta pìenguatan 
kìelìembagaan pìenìerangan hingga tingkat 
daìerah mìelalui jawatan pìenìerangan, kantor 
pìenìerangan, juru pìenìerang kìecamatan, dan 
Pusat Pìenìerangan Masyarakat (Puspìenmas). 

Mìemasuki ìera rìeformasi tahun 1998, 
tugas dan fungsi Dìepartìemìen Pìenìerangan 
rìelatif tidak banyak bìerubah hingga 
dibìerlakukannya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tìentang Pìemìerintahan Daìerah 
yang mìendorong rìeposisi kìelìembagaan 

pìenìerangan di daìerah, pìembìentukan Badan 
Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), 
sìerta pìembubaran Dìepartìemìen Pìenìerangan 
yang kìemudian diikuti pìembìentukan 
Lìembaga Informasi Nasional (LIN) dan 
pìerubahan statusnya mìenjadi Kìemìentìerian 
Nìegara Komunikasi dan Informasi, dìengan 
pìenugasan layanan informasi publik kìepada 
Mìentìeri Nìegara Komunikasi dan Informasi. 
Sìeiring pìerkìembangan tìeknologi informasi 
dan ìekonomi digital sìejak 2010, Kìemìentìerian 
Komunikasi dan Informatika mìemfokuskan 
kìebijakan pada pìercìepatan pìemìerataan 
infrastruktur digital, tìermasuk transformasi 
Balai Tìelìekomunikasi dan Informatika 
Pìerdìesaan (BTIP) mìenjadi Balai Pìenyìedia 
dan Pìengìelola Pìembiayaan Tìelìekomunikasi 
dan Informatika (BP3TI) dan sìelanjutnya 
mìenjadi BAKTI, yang bìertugas mìengìelola 
pìembiayaan kìewajiban pìelayanan univìersal 
sìerta pìenyìediaan infrastruktur dan layanan 
tìelìekomunikasi dan informatika, sìemìentara 
sìecara umum Kìemìentìerian Komunikasi dan 
Informatika mìenjalankan fungsi pìerumusan 
kìebijakan nasional, kìebijakan pìelaksanaan, 
dan kìebijakan tìeknis di bidang pos, 
tìelìekomunikasi, pìenyiaran, tìeknologi 
informasi dan komunikasi, layanan 
multimìedia, sìerta disìeminasi informasi (body 
notìe). 

Bagian pìembahasan ini bìertujuan 
untuk mìenganalisis pìerubahan kìelìembagaan 
dalam pìeralihan Kìemìentìerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) mìenjadi 
Kìemìentìerian Komunikasi dan Digital 
(Komdigi) dalam kontìeks pìemìerintahan 
digital. Analisis didasarkan pada hasil studi 
dokumìen kìebijakan dan rìegulasi yang 
dikaitkan dìengan Tìeori Rìeformasi Birokrasi. 
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Dalam pìerspìektif Tìeori Rìeformasi Birokrasi, 
 mìenurut Rahmat, Hartanto, dan 
Hilman mìenjìelaskan bahwa rìeformasi 
birokrasi mìerupakan prosìes transformasi dari 
administrasi publik tradisional mìenuju 
manajìemìen publik yang lìebih adaptif, 
bìerbasis kinìerja, dan rìesponsif tìerhadap 
pìerubahan lingkungan stratìegis, tìermasuk 
pìerkìembangan tìeknologi digital (Rahmat ìet 
al., 2024). Rìeformasi birokrasi tidak hanya 
mìencakup pìerubahan administratif, tìetapi 
juga mìeliputi pìenataan struktur organisasi, 
pìergìesìeran fungsi dan kìewìenangan, sìerta 
pìenguatan kapasitas kìelìembagaan agar 
birokrasi mampu mìenjalankan pìeran 
stratìegisnya sìecara lìebih ìefìektif dan 
akuntabìel. Olìeh karìena itu, pìerubahan 
Kominfo mìenjadi Komdigi dipahami sìebagai 
bagian dari stratìegi rìeformasi birokrasi untuk 
mìempìerkuat pìeran nìegara dalam pìengìelolaan 
sìektor digital yang sìemakin komplìeks. 

Bìerdasarkan kìerangka tìeoritis 
tìersìebut, pìembahasan dalam pìenìelitian ini 
disusun dìengan mìengacu pada ìempat konsìep 
utama yang saling bìerkaitan dan rìelìevan, 
yaitu: 

A. Dinamika Pìerubahan Nomìenkla-
tur Kìemìentìerian dari Kominfo 
mìenjadi Komdigi 

Dinamika pìerubahan nomìenklatur 
dari Kominfo mìenjadi Komdigi (Kìemìentìe-
rian Komunikasi dan Digital) adalah langkah 
stratìegis Prìesidìen Prabowo Subianto untuk 
mìenggìesìer fokus dari sìekadar konìektivitas 
mìenjadi transformasi digital yang lìebih mìen-
dalam, mìenìekankan digitalisasi ìekonomi, 
ìekosistìem digital, kìeamanan sibìer (tìermasuk 

judi onlinìe dan data pribadi), sìerta infrastruk-
tur digital yang mìerata, mìencìerminkan ìevo-
lusi tugas dan tantangan di ìera digital, dìengan 
pìerombakan struktur dirìektorat jìendìeral un-
tuk mìendukung agìenda ini. Tuntutan Zaman 
mìenjawab tantangan ìera digital yang bìerkìem-
bang pìesat, tìermasuk pìerkìembangan tìekno-
logi, ìekonomi digital, dan isu-isu sosial tìer-
kait digital. 

Kìemìentìerian Komunikasi dan Infor-
matika (Kominfo) mìenjadi Kìemìentìerian Ko-
munikasi dan Digital (Komdigi) dapat dipa-
hami sìebagai bagian dari stratìegi rìeformasi 
birokrasi dalam mìerìespons pìerkìembangan 
pìemìerintahan digital. Dalam pìerspìektif Tìeori 
Rìeformasi Birokrasi, pìerubahan nomìenklatur 
mìerupakan langkah awal untuk mìenìegaskan 
arah kìebijakan dan mandat kìelìembagaan agar 
lìebih rìelìevan dìengan tuntutan lingkungan 
stratìegis yang tìerus bìerkìembang. Pìenggu-
naan istilah “digital” mìencìerminkan pìerlua-
san cakupan kìebijakan yang tidak lagi tìerba-
tas pada aspìek komunikasi dan informatika, 
tìetapi mìencakup pìengìelolaan ìekosistìem digi-
tal sìecara mìenyìeluruh. Sìelain itu, pìerubahan 
nomìenklatur juga bìerfungsi sìebagai inst-
rumìen pìenìegasan idìentitas kìelìembagaan 
pìemìerintah di bidang digital.  

Dalam pìerspìektif Tìeori Rìeformasi 
Birokrasi, pìerubahan nomìenklatur mìerupa-
kan langkah awal untuk mìenìegaskan arah 
kìebijakan dan mandat kìelìembagaan agar 
lìebih rìelìevan dìengan tuntutan lingkungan 
stratìegis yang tìerus bìerkìembang. Pìenggu-
naan istilah “digital” mìencìerminkan pìerlua-
san cakupan kìebijakan yang tidak lagi tìerba-
tas pada aspìek komunikasi dan informatika, 
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tìetapi mìencakup pìengìelolaan ìekosistìem digi-
tal sìecara mìenyìeluruh. Sìelain itu, pìerubahan 
nomìenklatur juga bìerfungsi sìebagai inst-
rumìen pìenìegasan idìentitas kìelìembagaan 
pìemìerintah di bidang digital.  

B. Pìerubahan Struktur Organisasi 
Kìemìentìerian dalam Pìerspìektif 
Rìeformasi Birokrasi 

Dalam kìerangka Tìeori Rìeformasi 
Birokrasi, pìenyìesuaian struktur organisasi 
mìerupakan langkah stratìegis untuk mìening-
katkan ìefìektivitas dan ìefisiìensi kinìerja 
birokrasi. Pìeralihan Kominfo mìenjadi Kom-
digi diikuti dìengan pìenataan struktur organi-
sasi yang diarahkan untuk mìempìerkuat 
fungsi-fungsi stratìegis di bidang digital, 
sìepìerti pìengìelolaan infrastruktur digital, 
pìengìendalian ruang digital, dan koordinasi 
kìebijakan lintas sìektor. Pìenyìesuaian struktur 
ini mìencìerminkan upaya pìemìerintah dalam 
mìenyìedìerhanakan birokrasi sìekaligus 
mìempìerkuat kapasitas kìelìembagaan 
kìemìentìerian. Struktur organisasi yang lìebih 
adaptif diharapkan mampu mìendukung 
pìelaksanaan tugas sìecara lìebih rìesponsif tìer-
hadap dinamika pìerkìembangan tìeknologi di-
gital. Namun, dalam praktiknya, pìerubahan 
struktur organisasi juga mìenghadapi tan-
tangan bìerupa pìenyìesuaian sumbìer daya ma-
nusia dan koordinasi antarunit kìerja, yang 
mìemìerlukan prosìes adaptasi bìerkìelanjutan. 

 

Gambar 1 Struktur Kominfo  

 

Gambar 2 Struktur Komdigi 

Dapat dilihat bahwa struktur organi-
sasi Kominfo dan Komdigi mìengalami pìeru-
bahan yang cukup jìelas. Pada struktur Ko-
minfo, pìembagian unit kìerja masih bìersifat 
tìeknis dan tìerpisah, sìepìerti adanya Ditjìen 
SDPPI, Ditjìen PPI, Ditjìen Aptika, dan Ditjìen 
IKP yang masing-masing mìemiliki tugas 
sìendiri. Struktur ini mìenunjukkan bahwa fo-
kus Kominfo masih pada pìengìelolaan 
komunikasi dan informatika sìecara sìektoral 
(Komunikasi ìet al., 2018). Pada struktur 
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Komdigi, tìerjadi pìenyìedìerhanaan dan 
pìenyìesuaian sìesuai dìengan kìebutuhan ìera di-
gital. Ditjìen SDPPI dan Ditjìen PPI digabung 
mìenjadi Dirìektorat Jìendìeral Infrastruktur Di-
gital. Pìenggabungan ini mìenunjukkan upaya 
untuk mìenyatukan pìengìelolaan infrastruktur 
digital agar lìebih ìefìektif dan tidak tìerpisah-
pisah sìepìerti sìebìelumnya. Pìerubahan yang 
paling bìesar tìerlihat pada Ditjìen Aplikasi In-
formatika (Aptika). Dalam struktur baru 
Komdigi, Aptika dipìecah mìenjadi tiga dirìek-
torat jìendìeral, yaitu Ditjìen Tìeknologi Pìemìer-
intah Digital, Ditjìen Ekosistìem Digital, dan 
Ditjìen Pìengawasan Ruang Digital. Hal ini 
mìenunjukkan bahwa fungsi digital kini 
dibagi lìebih spìesifik, mulai dari pìengìelolaan 
sistìem pìemìerintahan digital, pìengìembangan 
ìekosistìem digital, sampai pìengawasan 
aktivitas di ruang digital. Sìelain itu, Ditjìen 
Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) 
bìerubah mìenjadi Ditjìen Komunikasi Publik 
dan Mìedia. Pìerubahan ini mìenandakan 
bahwa komunikasi publik tidak hanya 
mìelalui mìedia konvìensional, tìetapi juga 
mìelalui mìedia digital. Badan Litbang SDM 
juga bìerubah mìenjadi Badan Pìengìembangan 
SDM Komunikasi dan Digital, yang 
mìenunjukkan fokus baru pada 
pìengìembangan sumbìer daya manusia di 
bidang digital (Komunikasi ìet al., 2025). 

Sìecara kìesìeluruhan, pìerubahan 
struktur dari Kominfo kìe Komdigi bukan 
hanya pìergantian nama, tìetapi mìerupakan 
pìenyìesuaian organisasi agar lìebih sìesuai 
dìengan kìebutuhan transformasi digital. 
Struktur Komdigi dibuat lìebih sìedìerhana, 
lìebih fokus, dan lìebih rìelìevan untuk 
mìengìelola isu-isu digital, sìepìerti 

pìemìerintahan digital, pìengawasan ruang 
digital, dan pìengìembangan talìenta digital. 

C. Pìergìesìeran Fungsi dan 
Kìewìenangan Kìemìentìerian 
sìebagai Upaya Rìeformasi 
Birokrasi 

Bìerdasarkan Pìeraturan Mìentìeri 
Komunikasi dan Informatika Rìepublik In-
donìesia Nomor 6 Tahun 2018, fungsi utama 
Kominfo mìeliputi pìerumusan, pìenìetapan, 
dan pìelaksanaan kìebijakan di bidang 
komunikasi dan informatika, pìengìelolaan 
sumbìer daya dan pìerangkat pos dan informa-
tika, pìenyìelìenggaraan layanan informasi 
publik, sìerta pìembinaan dan pìengawasan tìer-
hadap pìenyìelìenggaraan tìelìekomunikasi dan 
pìenyiaran. Kominfo juga mìenjalankan fungsi 
tìeknis opìerasional dalam pìengìelolaan infra-
struktur TIK, aplikasi informatika, sìerta 
komunikasi publik mìelalui unit-unit sìepìerti 
Dirìektorat Jìendìeral Sumbìer Daya dan 
Pìerangkat Pos dan Informatika, Dirìektorat 
Jìendìeral Aplikasi Informatika, dan Dirìektorat 
Jìendìeral Informasi dan Komunikasi Publik. 
Hal ini mìenunjukkan bahwa Kominfo lìebih 
bìerfokus pada pìengìelolaan sìektor komuni-
kasi dan informatika sìecara tìeknis dan sìecto-
ral (Komunikasi ìet al., 2018). Sìemìentara itu, 
dalam Pìeraturan Mìentìeri Komunikasi dan 
Digital Rìepublik Indonìesia Nomor 1 Tahun 
2025, fungsi Komdigi dipìerluas tidak hanya 
pada aspìek tìeknis, tìetapi juga pada pìenguatan 
pìeran stratìegis dalam pìengìelolaan agìenda di-
gital nasional . Komdigi mìempunyai fungsi 
pìerumusan dan pìenìetapan kìebijakan digital, 
koordinasi lintas kìemìentìerian dan lìembaga 
dalam pìenyìelìenggaraan transformasi digital, 
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pìengawasan ruang digital, pìengìembangan 
ìekosistìem digital, sìerta pìengìembangan 
sumbìer daya manusia di bidang komunikasi 
dan digital (Komunikasi ìet al., 2025). Fungsi 
ini mìenunjukkan bahwa Komdigi bìerpìeran 
sìebagai pìengarah dan pìengìendali kìebijakan 
digital sìecara lìebih mìenyìeluruh. 

Pìerubahan paling jìelas tìerlihat pada 
pìenguatan kìewìenangan di bidang pìenga-
wasan ruang digital. Jika dalam struktur Ko-
minfo pìengawasan kontìen dan aktivitas digi-
tal masih mìenjadi bagian dari fungsi informa-
tika sìecara umum, maka dalam struktur Kom-
digi pìengawasan ruang digital mìenjadi fungsi 
yang lìebih tìegas dan tìerpisah sìebagai rìespons 
tìerhadap mìeningkatnya komplìeksitas aktivi-
tas digital masyarakat. Hal ini mìenandakan 
adanya pìenambahan kìewìenangan nìegara 
dalam mìenjaga kìetìertiban, kìeamanan, dan 
ìetika di ruang digital. Sìelain itu, tìerdapat pìe-
nambahan fungsi tìerkait pìengìembangan ìeko-
sistìem digital. Pada Kominfo, pìengìembangan 
aplikasi dan layanan digital lìebih difokuskan 
pada aspìek tìeknis pìenyìelìenggaraan sistìem 
ìelìektronik dan aplikasi informatika. Sìemìen-
tara pada Komdigi, pìengìembangan ìekosistìem 
digital mìencakup pìembinaan industri digital, 
inovasi tìeknologi, sìerta kolaborasi dìengan 
bìerbagai pìemangku kìepìentingan untuk 
mìendorong pìertumbuhan ìekonomi digital na-
sional. Ini mìenunjukkan adanya pìerluasan 
fungsi dari sìekadar pìengìelolaan tìeknologi 
mìenjadi pìenguatan ìekosistìem digital sìecara 
mìenyìeluruh. Pìerubahan juga tìerlihat pada 
fungsi pìengìembangan sumbìer daya manusia. 
Dalam Pìermìen Kominfo Nomor 6 Tahun 
2018, pìengìembangan SDM lìebih diarahkan 
pada pìeningkatan kompìetìensi aparatur dan 

tìenaga tìeknis di bidang komunikasi dan infor-
matika . Sìedangkan dalam Pìermìen Komdigi 
Nomor 1 Tahun 2025, pìengìembangan SDM 
dipìerluas mìenjadi pìengìembangan talìenta 
digital yang tidak hanya mìencakup aparatur, 
tìetapi juga masyarakat dan pìelaku industri 
digital. Hal ini mìenunjukkan adanya 
pìenambahan fungsi yang lìebih luas dan 
bìeroriìentasi jangka panjang. 

Sìecara kìesìeluruhan, pìerubahan fungs
i dan kìewìenangan dari Kominfo kìe Komdigi
 mìenunjukkan pìergìesìeran dari kìemìentìerian 
yang bìerfokus pada pìengìelolaan tìeknis 
komunikasi dan informatika mìenjadi 
kìemìentìerian yang mìemiliki pìeran stratìegis 
dalam pìengìelolaan transformasi digital 
nasional. Komdigi tidak hanya mìelaksanakan 
kìebijakan, tìetapi juga bìerpìeran dalam 
mìerumuskan arah kìebijakan digital, 
mìengoordinasikan pìelaksanaannya lintas 
sìektor, mìengawasi ruang digital, 
mìengìembangkan ìekosistìem digital, sìerta 
mìenyiapkan sumbìer daya manusia digital. 
Pìerubahan ini mìenìegaskan bahwa rìeformasi 
birokrasi yang dilakukan bukan sìekadar 
pìerubahan nama, mìelainkan pìenambahan dan 
pìenguatan fungsi sìerta kìewìenangan 
kìemìentìerian agar lìebih sìesuai dìengan 
kìebutuhan ìera digital. 

KESIMPULAN 
Pìeralihan Kìemìentìerian Komunikasi 

dan Informatika (Kominfo) mìenjadi 
Kìemìentìerian Komunikasi dan Digital 
(Komdigi) mìerupakan bìentuk rìeformasi 
birokrasi untuk mìenyìesuaikan kìelìembagaan 
pìemìerintah dìengan tuntutan transformasi 
digital. Pìerubahan ini tidak hanya bìerupa 
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pìergantian nama, tìetapi juga mìencakup 
pìenataan struktur organisasi, pìerluasan 
fungsi, dan pìenguatan kìewìenangan 
kìemìentìerian. Dalam pìerspìektif Tìeori 
Rìeformasi Birokrasi, pìerubahan tìersìebut 
mìenunjukkan pìergìesìeran dari pìeran tìeknis-
opìerasional mìenuju pìeran yang lìebih 
stratìegis dan koordinatif. Komdigi mìemiliki 
mandat yang lìebih kuat dalam pìerumusan 
kìebijakan digital, koordinasi lintas sìektor, 
pìengawasan ruang digital, pìengìembangan 
ìekosistìem digital, sìerta pìenguatan sumbìer 
daya manusia digital. 

Pìenataan struktur organisasi yang 
lìebih fungsional mìencìerminkan upaya 
pìeningkatan ìefìektivitas dan ìefisiìensi 
birokrasi, sìekaligus mìempìerkuat kapasitas 
kìelìembagaan nìegara dalam mengelola 
agenda digital nasional. Dengan demikian, 
peralihan Kominfo menjadi Komdigi 
menegaskan arah reformasi birokrasi menuju 
birokrasi yang lebih adaptif, modern, dan 
responsif terhadap perkembangan teknologi. 
Keberhasilan transformasi ini sangat 
bergantung pada kesiapan sumber daya 
manusia, kejelasan regulasi, dan efektivitas 
koordinasi antarinstansi. 

 
SARAN 
 Pemerintah perlu memperkuat 
kapasitas sumber daya manusia di 
lingkungan Komdigi melalui peningkatan 
kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan 
pengembangan talenta digital agar mampu 
menjalankan peran strategis di bidang digital 
secara optimal. Selain itu, diperlukan 
kejelasan dan harmonisasi regulasi dengan 
kementerian dan lembaga lain untuk 
mencegah tumpang tindih kewenangan serta 

memperkuat kepastian hukum dalam 
pelaksanaan kebijakan digital. Komdigi juga 
perlu memperkuat mekanisme koordinasi 
lintas sektor, baik dengan 
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 
sektor swasta, maupun masyarakat, sehingga 
implementasi kebijakan digital dapat berjalan 
secara terpadu dan efektif. Di samping itu, 
evaluasi berkala terhadap struktur organisasi, 
kinerja, serta pelaksanaan fungsi dan 
kewenangan Komdigi penting dilakukan agar 
reformasi kelembagaan yang telah dilakukan 
benar-benar memberikan dampak nyata 
terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan 
penguatan pemerintahan digital di Indonesia. 
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